PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/ 26 /PBI/2009
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa inovasi terhadap instrumen rngam telah
mengalami perkembangan yang pesat;

b. bahwa perkembangan inovasi tersebut telah mentéesili
bertumbuhnya berbagai bentuk maupun struktur inmstru
keuangan termasuk yang memiliki kompleksitas tinggi
terutama instrumen keuangan dalam benstrkictured
product;

c. bahwa tingginya kompleksitas instrumen keuangaradap
berakibat pada meningkatnya risiko yang dihadapkpa

d. bahwa peningkatan risiko tersebut mengharuskan
dilakukannya penyesuaian yang memadai terhadapipprin
kehati-hatian grudential principles) dan manajemen risiko

yang diterapkan;

e. bahwa...



Mengingat:

1.

-2.-

bahwa tingginya kompleksitas instrumen keuangamshar
pula diimbangi dengan peningkatan kualitas trarspsar
informasi kepada nasabah;

bahwa transparansi informasi kepada nasabah mempak
salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap sistem perbankan;

bahwa bank memiliki peranan yang penting berkaitan
dengan peningkatan kualitas transparansi infornoasi
menjaga kepercayaan masyarakat;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf akufi e,
huruf f, dan huruf g diatas dipandang perlu untuk
menetapkan pengaturan tentastiguctured product dalam

Peraturan Bank Indonesia;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992atentPerbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diulvaktie

dengan...
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dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undam@grgind
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4962);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/ 25 /PBI/2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103 , Tdmba
Lembaran Negara Nomor 5029 );

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunada D
Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4475);

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINBI

KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM

BABI ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundae:

1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud daladandundang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimkadieibah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kacadwang bank

asing, yang melakukan kegiatan usaha secara kaowehs

Structured Products adalah produk Bank yang merupakan penggabungan

antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan bengtaumen keuangan

non derivatif dengan derivatif atau derivatif demg#erivatif dan paling
kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersefkaitkan dengan
satu atau kombinasi variabel dasar seperti sukgdunilai tukar,
komoditi dan/atau ekuitas; dan

b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produkfduetisiak reguler
apabila dibandingkan dengan pola perubahan variathesar
sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengjekib
perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak memickan
keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar ressetiaear
(asymmetric payoff), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:
1. optionality, seperti caps, floors, collars, step up/step down

dan/atatcall/put features;
2. leverage

3. barriers, sepertiknock in/knock out; dan/atau

4. binary ...
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4. binary atau digital ranges.
Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakenvatif melekat
(embedded derivatives);

Nasabah adalah:

a. perseorangan atau badan yang menggunakan atauirmerasilitas
Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa;

b. perseorangan atau badan yang akan menggunakandiukan
fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk daw ghsa;

Kegiatan Sructured Product adalah aktivitas dan/atau proses yang

dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengeamhapgnerbitan,

pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan iopaiasdan/atau
penghentian aktivitas terkait deng&nuctured Product.

Dewan Komisaris:

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbdtah dewan
komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undantang
Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daedalaha
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undarigng
Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalahggveas
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perk@peras

Direksi:

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbdtdah direksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentanger®an

Terbatas;

b. bagi ...
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b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Dadeddhadireksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentangsaPaan
Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalahgyras
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkaperas

d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kambang bank

asing.

Pasal 2

Bank hanya dapat melakukan Kegiaganctured Product setelah memperoleh:
a. persetujuan prinsip untuk melakukan Kegia®mictured Product; dan
b. pernyataan efektif untuk penerbitan setiap j&rsctured Product,

dari Bank Indonesia.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiate®ructured Product sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkaanddPeraturan Bank

Indonesia ini.

Pasal 4

(1) Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksitured Product
yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nukart dan/atau suku
bunga.

(2) Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan #sin&xuctured

Product yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa sukgdn

Pasal 5...
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(2)

1)

(2)

3)
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Pasal 5

Bank wajib mencantumkan rencana Kegiatructured Product dalam

rencana bisnis Bank.

Rencana Kegiata8tructured Product sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penjelasan mengenai pengelompo&anctured Product;

b. penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadjett
Structured Product; dan

c. estimasi volume penerbitéiructured Product.

Pasal 6

Bank yang melakukan transal&riuctured Product dengan Nasabah dalam
bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan deffivavajib meminta
kepada Nasabah untuk memberikan agunan berupa dwmgamn jumlah
paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari nilai ol transaksi pada saat
transaksi

Pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan agunanpbekas paling kurang
10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transakbiagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjiana@ntBank dengan
Nasabah.

Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan &ekas dengan
jumlah paling kurang 10% (sepuluh persen) sebaganiimaksud pada
ayat (1), dikecualikan untuk Nasabah berupa:

a. bank;

b. Pemerintah Republik Indonesia;

c. BankIndonesia atau bank sentral negara lain;

d

bank atau lembaga pembangunan multilateral.
Pasal 7...
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Pasal 7

Bank dilarang menggunakan kata "deposit”, "depdsitterproteksi”, “giro”,
“tabungan”, dan/atau kata lain yang dapat membendersepsi kepada Nasabah
bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pofwkutured Product
secara penuh, apabil&ructured Product yang diterbitkan oleh Bank tidak
disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam oetg asal pada saat jatuh

tempo.

BAB I
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 8

(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secaraiefidm melakukan
Kegiatan & uctured Product.

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud gyad (1) paling
kurang mencakup :
a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantaudan

pengendalian risiko serta sistem informasi manajensgo; dan

d. sistem pengendalian intern.

Bagian Pertama
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 9

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang alemg:

a. persetujuan..
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a. persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank udglkatanStructured
Product; dan

b. evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiataotured Product.

Pasal 10

Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup:

a. menetapkan rencana Bank untuk Kegig@anctured Product;

b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Kagi&ructured
Product; dan

c. memantau dan mengevaluasi Kegigdamctured Product.

Bagian Kedua
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur
Pasal 11

(1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebajakdan prosedur
yang komprehensif dan efektif untuk Kegiaructured Product.
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud paddBypaling kurang
mencakup:
a. kebijakan penilaian tingkat risik&@ructured Product (Structured
Product risk level assessment);
b. kebijakan penilaian profil risiko Nasabaltugtomer risk profile
assessment);
c. kebijakan kesesuaian tingkat risil&ructured Product (Structured
Product risk level assessment) dengan profil risiko Nasabahustomer

risk profile assessment);

d. kebijakan...
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kebijakan sumber daya manusia untuk Kegi&auctured Product;

kebijakan struktur insentif pegawai untuk Kegiat&tructured

Product;

prosedur pelaksanaan Kegiatructured Product yang mencakup:

1. pengembangafructured Product yang mencakup;

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

studi kelayakan;
pengembangan fitur produk;
analisis risiko;

analisis aspek hukum;
metode penilaianvéluation);
metode pencatatan; dan

metode uji coba.

2. pemasaran dan penawaf@ructured Product; dan

3. pelaksanaan transak&ructured Product yang mencakup:

a)
b)
c)
d)

inisiasi transaksi;

eksekusi transaksi;

penyelesaian transaksigsaction settlement); dan
penghentian transaksitructured Product sebelum jatuh

tempo éarly termination).

prosedur penyelesaian sengketa dari Kegi&tamtured Product; dan

prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukurgemantauan,

pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk i&g Structured

Product.

Pasal 12...
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Pasal 12

Dalam menetapkan penilaian profil risiko Nasab&usiomers risk profile
assessment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) buBank paling
kurang wajib melakukan penilaian terhadap:
a. tujuan Nasabah;
b. profil keuangan Nasabah, yang meliputi:
1. karakteristik usaha;
2. sumber danasgurce of funds) dan karakteristik dari sumber dana
yang dimiliki;
aset/kekayaan yang dimiliki;
4. modal yang dimiliki; dan
komitmen atau kewajiban keuangan Nasabah baik keahk
maupun kepada pihak selain Bank;
c. pemahaman dan pengalaman Nasabah dalam melakukgiatake
Sructured Product, yang meliputi:
1. pengetahuan Nasabah mengedaictured Product;
2. jenisSructured Product yang pernah atau sedang digunakan Nasabah;
3. karakteristikSructured Product yang pernah atau sedang digunakan
Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. volume dariStructured Product yang pernah atau sedang digunakan
Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
5. frekuensi penggunadiructured Product oleh Nasabah; dan
6. jangka waktu dariStructured Product yang pernah atau sedang

digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2

Bagian ...
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(2)

(1)
(2)

(1)
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Bagian Ketiga
Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pdagien, dan
Sistem Informasi Manajemen Risiko
Pasal 13

Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukunaemantauan, dan
pengendalian atas risiko untuk Kegiafructured Product.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemanf dan
pengendalian risiko sebagaimana dimaksud ayat @}ijpwdidukung oleh

sistem informasi manajemen yang tepat waktu, in&ifprdan akurat.

Bagian Keempat
Sistem Pengendalian Intern
Pasal 14

Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yaektif.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang etaitiafra lain dibuktikan

dengan:

a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab saéugn untuk
KegiatanStructured Product.

b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja autitnn

BAB Il
KLASIFIKAS|I NASABAH
Pasal 15

Dalam melakukan Kegiata&ructured Product, Bank wajib menetapkan

klasifikasi Nasabah.

(2) Klasifikasi ...
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(2) Klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada Rytdrdiri dari:

a.
b.

C.

Nasabah profesional;
Nasabaleligible; dan

Nasabah retail.

(3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah profesgaielgaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a apabila Nasabah tersebut lkempemahaman

terhadap karakteristik, fitur, dan risiko d&ructured Product dan terdiri

dari:

a.

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yafg t&ri:

1. Bank;

2. perusahaan efek;

3. perusahaan pembiayaan; atau

4. pedagang kontrak berjangka,

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan gaergrundangan

yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, dgalpembiayaan

dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku.

perusahaarselain perusahan sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki modal paling kurang lebih besar dari
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh  miliar rupiah) atau
ekuivalennya dalam valuta asing; dan

2. telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 2fa (tiuluh
enam) bulan berturut-turut.

Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah adgar,

Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;

bank atau lembaga pembangunan multilateral,

(4) Nasabah...
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(4) Nasabah digolongkan sebagai Nasabéhilke sebagaimana dimaksud

()

pada ayat (2) huruf b apabila Nasabah tersebut lkempemahaman

terhadap karakteristik, fitur, dan risiko d&ructured Product dan terdiri

dari:
a.

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berupa:

1. dana pensiun; atau

2. perusahaan perasuransian,

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan gaergrundangan

di bidang dana pensiun dan usaha perasuransiarbgaliagu.

perusahaarselain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki modal paling kurang Rp5.000.000.000,00ndi miliar
rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan

2. telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 12 (oklas)
bulan berturut-turut; dan

Nasabah perorangan yang memiliki portofolio asete kas, giro,

tabungan, dan/atau deposito paling kurang Rp5.00@000,00 (lima

miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing

Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaicimaksud pada

ayat (2) huruf c apabila Nasabah tersebut tidak emermi kriteria sebagai

Nasabah profesional dan Nasalehbible.

Pasal 16

Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikdasabah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 apabila terdapat hal-had) glapat mengakibatkan

perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terpadasabah dimaksud.

BAB IV ...



1)

(2)
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BAB IV
TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK
Pasal 17

Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalanelakukan
pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan tra@aksured Product.
Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimdanaksud pada
ayat (1) Bank wajib:

a. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dadakti
menyesatkan kepada Nasabah;

b. memastikan pemberian informasi yang berimbang antgotensi
manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yamggkin timbul
bagi Nasabah dari transal&iuctured Product; dan

c. memastikan informasi yang disampaikan tidak menykam
mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting aierklengan
risiko-risiko yang mungkin timbul dari transal&ructured Product.

Pasal 18

Dalam mengungkapkan informasi sebagaimana dimaldaidm Pasal 17

ayat (2), Bank paling kurang wajib mengungkapkaformasi mengenai

Sructured Product yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.
b.
C.

namaStructured Product dan penerbigtructured Product;

karakteristik dan fitur da$tructured Product;

ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan ataginmkeuntungan yang
dapat diperoleh Nasabah d&nuctured Product;

llustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang nkimgditanggung
Nasabah daistructured Product;

e. biaya...
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e. biaya yang melekat dasructured Product;

syarat dan kondisstructured Product yang meliputi antara lain:

1.

2
3.
4

5.

jangka waktu;

tanggal efektif;

penyelesaian transaksettlement);

penghentian transaksi sebelum jatuh tenmgaoly termination) yang

paling kurang meliputi:

a) kondisi yang dapat menyebabkan penghentian sebgtuh
tempo;

b) prosedur untuk melakukan penghentian sebelum j&oipo;
dan

c) mekanisme penyelesaian transaksi, yang meliputiitp@gan
dan pembebanan biaya dan kerugian.

penyelesaian sengketa.

g. pernyataan bahw&ructured Product tidak bertentangan dengan ketentuan

dan perundang-undangan yang berlaku;

h. informasi mengenai kejelasan cakupan program penganatasStructured

Product dalam halSructured Product dimaksud terkait dengan kegiatan

penghimpunan dana; dan

I. informasi lain yang diperlukan Nasabah untuk ménidan mengambil

keputusan terkait deng&ructured Product.

Pasal 19

Dalam hal Bank menggunakan variabel-variabel ekoneeperti inflasi,

suku bunga, dan/atau nilai tukar dalam memberikastrasi terkait dengan

pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud padh B Bank wajib:

a. memastikan..
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a. memastikan ilustrasi didasarkan pada asumsi yatgkdng oleh data-data
yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

b. memastikan data-data pendukung sebagaimana yangkslioh pada
huruf a disajikan paling kurang berdasarkan dastohs 3 (tiga) tahun

berturut-turut secara bulanan.

Pasal 20

Bank wajib memberikan laporan tertulis secara Harkieepada Nasabah
mengenai informasi perkembangan dan kinefjeuctured Product maupun
informasi material lainnya yang berpengaruh terpadanerja Sructured

Product.

BAB V
PEMASARAN DAN PENAWARAN STRUCTURED PRODUCT
Bagian Pertama
Pemasaran
Pasal 21

(1) Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pam&saictured
Product.

(2) Dalam memasarkarStructured Product sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi gyatisampaikan
melalui media pemasaran telah memenuhi prinsigsjri transparansi
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (28yaPasal 18, dan
Pasal 19.

(3) Penyajian...



3)

(4)

(1)

(2)

3)

(4)
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Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank gaip@ana dimaksud
pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemagang digunakan
tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan

Informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimamaakBud pada

ayat (3) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Penawaran
Pasal 22

Bank wajib memperhatikan kesesuaian antara tingissito Structured
Product (Structured Product risk level assessment) dengan profil risiko
Nasabah dustomer risk profile assessment) dalam menawarkan dan
melakukan transak&tructured Product dengan Nasabah.

Bank dilarang menawarkan dan melakukan trans3ksictured Product
dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nhsatail sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

Larangan menawarkan dan melakukan transaksctured Product dengan
Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah | red@bagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untG8kuctured Product yang
diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi pemtas pokok dalam
mata uang asal pada saat jatuh tempo.

Bank dilarang menawarkan dan melakukan trans&ksctured Product
dengan Nasabah vyang diklasifikasikan sebagai Nhsabagible
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ajsatictured Product

tersebut memenuhi paling kurang 1 (satu) dari peessin sebagai berikut:

a. dapat...



-19 -

a. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokokngy
ditanamkan Nasabah;
b. Sructured Product yang merupakan penggabungan antara derivatif
dan derivatif.
(5) Bank dilarang menggunakan Bank lain untuk bertindabagai agen

penjualSructured Product yang diterbitkan Bank.

Pasal 23

(1) Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan bdhsadalam
melakukan penawarartr8ctured Product.

(2) Bank wajib menetapkan secara khusus pegawai ygveg tartindak untuk
dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan dankataunikasi
dengan Nasabah dalam melakukan kegiatan penagaratured Product
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajfreméhi persyaratan
sebagai berikut:

a. merupakan pegawai tetap Bank; dan
b. telah diberikan pelatihan/training yang memadai gesaiStructured

Product.

Pasal 24

(1) Dalam melakukan penawardructured Product sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 Bank wajib memastikan bahwa infargaag) disampaikan
dalam penawaran telah memenuhi prinsip-prinsipsparansi informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), F&s@éhn Pasal 19.

(2) Dalam...



(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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Dalam melakukan penawaranSructured Product Bank wajib
menyampaikan kepada Nasabah dokumen tertulis yatiggpkurang
mencakup:

a. prospektus ataterm sheet; dan

b. product highlight sheet,

dari Structured Product yang ditawarkan.

Kewajiban penyampaian dokumen berugmoduct highlight sheet
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikkanauntuk Nasabah
berupa bank.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wausdn dalam bahasa
Indonesia.

Bank wajib mendokumentasikan penjelasan lisan ydisgmpaikan Bank
kepada Nasabah dalam melakukan penaw&hamctured Product beserta

tanggapan yang diberikan Nasabah.

BAB VI
MASA JEDA (COOLING OFF PERIOD)
Pasal 25

Bank wajib memberikan waktu kepada Nasabah untuknpedjari
penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepdasabah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayalilékjikan dengan
pemberian masa jedaopling off period) antara waktu disampaikannya
penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengajo&anohonan
untuk menerima atau menolak melakukan trans&ksictured Product
Bank.

(3) Jangka...
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(3) Jangka waktu masa jedeo¢ling off period) yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling kurang:

a. 3 (tiga) hari kerja setelah Nasabah perorangan mmeaedokumen
penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2@gyat

b. 2 (dua) hari kerja setelah Nasabah perusahaan mMenelokumen
penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2@ayat

(4) Ketentuan mengenai kewajiban masa jexal(ng off period) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:

a. penawaranSructured Product yang diterbitkan oleh Bank disertai
dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uaaigpada saat
jatuh tempo;

b. penawarargtructured Product kepada Nasabah berupa bank.

BAB VII
PERNYATAAN NASABAH
Pasal 26

(1) Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan untuk melaktransanksi
Sructured Product, maka Bank wajib memastikan bahwa Nasabah telah
menerima dan memahami informasi yang tercantum ndat®kumen
penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2@ayat

(2) Pemahaman Nasabah sebagaimana dimaksud pada 3ayatvafib
dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisabuati dalam bahasa
Indonesia, dan ditandatangani oleh Nasabah dengamggunakan tanda
tangan basah.

(3) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangakumen
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meampgkhak yang
mempunyai kewenangan secara hukum.

BAB VIII ...



(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)
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BAB VIII
PERJANJIANSTRUCTURED PRODUCT
Pasal 27

Kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam rmatakuansaksi
Sructured Product wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Dalam hal Bank dan Nasabah sepakat mengenai kemmamggenghentian
transaksi Structured Product sebelum jatuh tempoedrly termination),
maka klausula penghentian transalsiuctured Product tersebut wajib
dicantumkan dalam perjanji&ructured Product.

Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada(ayatajib dibuat dalam
bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pgeémadan menggunakan
tanda tangan basah.

Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangarjanjian
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meampgkhak yang
mempunyai kewenangan secara hukum.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayata(2 Pasal 26
ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan pgajanjian tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN
PERSETUJUAN PRINSIP DAN PERNYATAAN EFEKTIF
Pasal 28

Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimamaaldiud dalam
Pasal 2 huruf a, Bank wajib mengajukan permohonapada Bank

Indonesia.

(2) Pengajuan..



(2)

3)

1)

(2)

3)
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Pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimi@amaksud pada

ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepa@mkBIndonesia dan

dilampiri dokumen pendukung berupa:

a. dokumen kebijakan dan prosedur sebagaimana dimakislam
Pasal 11; dan

b. dokumen persyaratan sumber daya manusia sebagatiraa&sud
dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujussippsebagaimana

dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan secatdigeikepada Bank oleh

Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) harjakeetelah dokumen

permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksuaid ayat (2)

diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Pasal 29

Untuk memperoleh pernyataan efektif sebagaimanaakiod dalam

Pasal 2 huruf b, Bank wajib mengajukan permohonapa#la Bank

Indonesia.

Permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimgkadal ayat (1) hanya

dapat diajukan apabila Bank telah memperoleh pguset prinsip dari

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasau2d

Pengajuan permohonan pernyataan efektif sebagairdamaksud pada

ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepa@mkBIndonesia dan

dilampiri dokumen pendukung berupa:

a. dokumen pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Basgbabila
ada;

b. dokumen penawaran berupa prospektus #dian sheet dan product
highlight sheet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);

c. dokumen...
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c. dokumen terkait dengan hasil kajian unit kerja adrksebagai
pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur sebagairdanaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf, b, hurafany huruf f, berupa:
1. penilaian tingkat risikd&&ructured Product (Structured Product
Risk Level Assessment);

2. profil risiko Nasabahdustomers risk profile assessment);
kesesuaian tingkat risik&ructured Product (Structured Product
Risk Level Assessment) dengan profil risiko Nasabalsustomers
risk profile assessment); dan

4. pelaksanaan Kegiatéructured Product.

d. dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh
persetujuan atau izin dari otoritas yang berwerdalgm hal 1 (satu)
atau lebih dari instrumen yang mendas&ructured Product
merupakan instrumen yang memerlukan persetujuardari otoritas
tersebut.

(4) Pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayaikan disampaikan
secara tertulis kepada Bank oleh Bank Indonesimmgpddma 60 (enam
puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan péaaya efektif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima séeagkap oleh Bank
Indonesia.

Pasal 30

(1) Ketentuan mengenai kewajiban pernyataan efektibga&imana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 29 dikecualikankusituctured Product
yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan protgksnuh atas pokok
dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

(2) Penerbitan...



(2)

(1)

(2)

1)

(2)

3)
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PenerbitanSructured Product oleh Bank yang disertai dengan proteksi
penuh atas pokok dalam mata uang asal pada satat¢ampo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tata elpgoan untuk produk
dan aktivitas baru sebagaimana diatur dalam kedenBank Indonesia
yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen RisigoBzank Umum.

BAB Xl
LAPORAN
Pasal 31

Bank wajib melaporkan transakSiructured Product setiap bulan kepada
Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepatiwak

Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaeata ketepatan
waktu penyampaian lapora®tructured Product kepada Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Laporan transakstructured Product sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia palamgbht tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnyarbldporan.

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan lapoSmuctured Product
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Bankamgraikan laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada (Ayasampai
dengan tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnyalaetberakhirnya bulan
laporan.

Bank dinyatakan tidak menyampaikan lapo&inctured Product apabila
Bank Indonesia belum menerima lapor&ructured Product sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pad&ayat (

Pasal 33...
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Pasal 33

Tata cara penyusunan lapor@nuctured Product sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 akan diatur lebih lanjut dalam Surat EdBenk Indonesia.

BAB XII
SANKSI
Pasal 34

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanakdimdadalam Pasal 2,

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) darfgy#asal 7, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasakddl B5, Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat @),3)y dan ayat (4), Pasal 22

ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), PaSalPasal 24 ayat (1), ayat (2),

ayat (4), dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), ayatd@) ayat (3), Pasal 26, Pasal 27,

Pasal 31, dan Pasal 32 dapat dikenakan sanksi igthatith sesuai Pasal 52

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaskbagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 199%aer

1. teguran tertulis;

2. penurunan tingkat kesehatan Bank;

3. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

4. pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatdra tertentu, baik
untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bankradaseluruhan;

5. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya mekaan mengangkat
pengganti sementara sampai Rapat Umum PemegangnSstha Rapat
Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap depgasetujuan Bank

Indonesia; dan/atau

6. pencantuman..
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6. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pegegdram dalam

daftar orang tercela di bidang perbankan.

Pasal 35

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanakdindadalam Pasal 30
ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur diatentuan Bank Indonesia

mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Pasal 36

(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam PasaB&@¥ yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Basdlkenakan
sanksi berupa kewajiban membayar uang sebagaubierik
a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagairdamaksud

dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi kewajilvembayar
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hegrja
keterlambatan;

b. Bank yang menyampaikan koreksi laporan atas da&sauan Bank
Indonesia setelah melampau batas waktu penyampiajporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dizensanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (serdtusupiah) per
item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporanag@imana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksiajoan
membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh yyizin).

(2) Dalam ...
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(2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membkgena dinyatakan
tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksual @gat (1) huruf c,
maka sanksi kewajiban membayar karena terlambayangpaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidedldkukan.

Pasal 37

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasahr34dsal 36 Bank yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud d&asal 2 dikenakan
sanksi berupa kewajiban membaysebesar 1% dari nilai transaksi yang
dilakukan dan paling banyak sebesar Rp27.000.00@00(dua puluh tujuh

miliar).

Pasal 38

Selain disebabkan oleh pelanggaran terhadap PamatBank Indonesia ini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bank Indordsi@t mencabut

persetujuan prinsip dan/atau pernyataan efektif yatah diberikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 @yatapabila menurut

penilaian Bank Indonesia:

a. penerapan prinsip manajemen risiko untuk Kegiddanctured Product
yang dilakukan Bank tidak memadai; dan/atau

b. risiko yang timbul dari KegiataBtructured Product yang dilakukan Bank

dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Pasal 39...



-29 -
Pasal 39

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaima&sdichdalam Pasal 36
dan Pasal 37, dilakukan dengan cara mendebet rekegiio Bank di Bank

Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

(1) Bank yang telah melakukan penerbit&ructured Product sebelum
diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini wajibengajukan
permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperedefojuan prinsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Structured Product yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank
Indonesia ini berlaku dapat diadministrasikan oBdnk sampai dengan

Sructured Product tersebut jatuh waktu.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 41

Selain mengacu kepada ketentuan sebagaimana dialaim Peraturan Bank
Indonesia ini, pengaturan mengenai transalkiuctured Product yang

didalamnya mengandung unsur transaksi atau potemssaksi valuta asing
terhadap rupiah mengacu pula pada ketentuan Badknésia mengenai

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Pasal 42...
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Pasal 42

(1) Permohonan persetujuan prinsip, permohonan pemnyat£ektif, dan
penyampaian lapora&tructured Product sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) disampé&iqaada:

a. Direktorat Pengawasan Bank Indonesia, Menara RaBuasviro,
JI. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bgakg berkantor
pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonestiat)

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang dokritukan
di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Selain disampaikan kepada Direktorat Pengawasak 8an Kantor Bank
Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada Ryapdgrmohonan
pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam P&sayat (3) dan
laporan Structured Product sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ditembuskan kepada Direktorat Penelitian dan PengatBank Indonesia
JI. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesiadiatur dalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

Pasal 44

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padggdahditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatanaigndLembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMORL04
DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/ 26 /PBI/2009
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
STRUCTURED PRODUCBAGI BANK UMUM

UMUM

Semakin terintegrasinya sistem keuangan globaj ya@iiringi dengan
pesatnya inovasi instrumen keuangan telah meniéssisemakin bertumbuhnya
berbagai bentuk maupun struktur instrumen keuangamg memiliki
kompleksitas yang beragam mulai dari yang sederlsamapai dengan yang
memiliki kompleksitas tinggi.

Diantara instrumen keuangan yang mengalami peragdn yang cukup
pesat adalah instrumen keuangan yang bersifarukist atau lebih dikenal
denganStructured ProductStructured Productmerupakan produk keuangan
non-konvensional yang distruktur sedemikian ruped&garkan kebutuhan dan
objektif dari nasabah atau golongan nasabah tart®dngan demikian, dalam
penstrukturannya diperlukan keahlian dari pihalakitlari berbagai bidang, baik
dari aspek keuangan maupun bidang lainnya sepadanty hukum dan
perpajakan.

Kompleksitas yang timbul dari penstruktur&tructured Productakan

berakibat pada semakin kompleks pula risikkmgy dihadapi Bank, sehingga

mengharuskan..
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mengharuskan pula dilakukan penyesuaian yang memadkait dengan
penerapan prinsip kehati-hatiaprdential principley dan manajemen risiko,
terutama yang terkait dengan pengelolaan dan pdaten risko yang mungkin
timbul dariStructured Productersebut bagi Bank.

Dari sisi masyarakat, kompleksitas yang timbul #agiatanStructured
Productharus diimbangi pula dengan peningkatan kualf@ssparansi. Dengan
demikian, masyarakat dapat melakukan penilaianraemgjektif terkait dengan
kesesuaian antara risiko yang mungkin timbul danfas serta kesesuaian dari
produk yang distruktur dengan toleransi risikisl{ apetit¢ maupun kebutuhan
masyarakat. Peningkatan kualitas transparansi bigrsebertujuan agar
kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangatant@ sistem perbankan,
tetap terjaga. Sebagai lembaga intermediasi, bagmkegang peranan penting
dalam peningkatan kualitas transparansi dan mekggercayaan masyarakat.

Penguatan penerapan prinsip kehati-hatjrudential principley dan
manajemen risiko yang diiringi dengan kepercayaasyarakat diharapkan
dapat menjaga integritas sistem perbankan secarsugihdan sistem keuangan

secara menyeluruh.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...



Pasal 2

Huruf a
Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud padaimyaertujuan
untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Kegi&fuctured
Product secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap
penerbitan setiap jenis tr8ctured Product. Oleh karena itu,
permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada iay
diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Keagi&tructured
Product

Huruf b
Pernyataan efektif yang diberikan oleh Bank Indanesersifat
administratif yang didasarkan pada data, informdsin dokumen
yang disampaikan oleh Bank sehingga bukan merupgkaman
dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaa sk kerugian
yang mungkin timbul diantara para pihak yang mefakuransaksi.
Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikareskagn,
manfaat, dan risiko yang mungkin timbul d&iructured Product
adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, ydank dan
Nasabah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...



Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan rencana bisnis Bank adalatndedk tertulis
yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Banlgaselaama
diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Ren8asnis Bank
Umum.

Ayat(2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pengelompokan terdiri dari:

1. Penghimpunan dana, dalam h&tructured Product
diterbitkan dalam kaitannya dengan kegiatan
penghimpunan dana;

2. Penyediaan dana, dalam l@tuctured Productiterbitkan
sebagai bagian dari fasilitas penyediaan dana yang
diberikan Bank kepada Nasabah.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perhitungan nilai nosionalladdanilai
nosional awal yang ditetapkan sampai dengan ja&mipdo. Dalam hal
terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional yanigtdipkan, maka nilai
nasional yang digunakan sebagai dasar pengukuraik penentuan
jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar.

Agunan ...
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Agunan yang diberikan sebagaimana dimaksud padairybukan

merupakan substitusi atas penilaian risiko yangkditan oleh Bank

terhadap Nasabah.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan bank dalam pengaturan italadgank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang
berkedudukan di luar negeri.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan bank atau lembaga pembangunan
multilateral adalah badan yang didirikan oleh sekgdok negara
yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fuadyssing
untuk tujuan pembangunan, sepeivorld Bank, African
Development Bank, Asian Development Bank, Eurofg=ark
For Reconstruction and Development, Inter-American
Development Bank, International Finance Corporatitglamic
Development Bank, Council of Europe Social Devetprrund
(Council of Europe Resettlement Fund), Corporacidmina de
Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (C@@ntral

American ...
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American Bank for Economic Integration (CABEI), EAfrican
Development Bank (EADB), West African DevelopmearikB
(BOAD), Black Sea Trade and Development Bank (B3 TDB

Pasal 7

Berkenaan dengan larangan dimakssimctured Producyang diterbitkan
oleh Bank dan tidak disertai dengan proteksi peatal pokok dalam mata
uang asal pada saat jatuh tempo tidak diperkenankauk dicatat dalam
pos “giro”, “tabungan”, dan “simpanan berjangkataaa pelaporan Bank.

Pasal 8
Ayat (1)
Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedonpada
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Bpaar
Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Persetujuan rencana Bank terkait Kegiat&tructured Product
dianggap telah dilakukan apabila dalam rencanaisbiBank yang
telah ditandatangani Komisaris mencakup rencanak Beamkait

KegiatanStructured Product.

Huruf b ...



Huruf b
Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkaitakeegbtructured
Productdapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisdau
laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimanar diktam

Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Ren8enis Bank.

Pasal 10

Huruf a

Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam RencanasHank.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Tingkat risiko adalah tinggi, sedang, dan rendalangy
penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.
Huruf b
Profil risiko Nasabah meliputisk apetiteNasabah yang terdiri
daririsk averse, risk neutrafjanrisk taker yang penetapannya

diserahkan pada masing-masing Bank.

Hurufc ...



Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Termasuk dalam kebijakan sumber daya manusia adalah
persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusiakufégiatan
Structured Product

Huruf e
Dalam menetapkan kebijakan struktur insentif Bankjilw
memastikan bahwa struktur insentif yang disusun adap
menciptakan keselarasanalignmenj antara kepentingan
pegawai, kepentingan nasabah, dan kepentingan Bamikik
mencapai tujuan tersebut Bank harus menghindaretppan
kebijakan struktur insentif yang semata-mata didasa oleh
volume penjualan tanpa diiringi oleh mekansime karainnya.

Huruf f
Prosedur pelaksanaan Kegiatimuctured Productmnemberikan
kerangka formal dalam pelaksanadtegiatan Structured
Productyang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiata
penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan kegarlantar
unit kerja, mulai dari tahap pengembangan sampaigale
komersialisasi.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Pasal 12...



Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan tujuan Nasabah antara |lancakep:

1. Apakah Nasabah memiliki tujuan untuk mendapatkambthan
pendapatan y{eld enhancementdalam melakukan transaksi
Structured Product

2. Apakah Nasabah memiliki tujuan untuk tetap menjagatuhan
pokok dalam melakukan transal&ructured Product

3. Apakah Nasabah melakukan transaksuctured Productintuk
tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau japgkgang;
dan

4. Apakah Nasabah bertujuan untuk memiliki alat inasistikuid
dalam melakukan investasi.

Huruf b

Angka 1
Penilaian terhadap karakteristik usaha mencakupilajpem
terhadap jenis kegiatan usaha, industri usaha,r passerta
pangsa pasar yang dimiliki, dan siklus usaha.

Angka 2
Yang dimaksud dengan karakteristik dari sumber dsmarce of
fund9 mencakup kesinambungamsuétainability dan jangka
waktu sumber dana.

Angka 3
Termasuk dalam pengertian aset/kekayaan adalah skeaf

berharga, efek, dan aktiva tetap yang dimiliki.

Angka 4 ...
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Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawain daja
terkait dengan kegiataBtructured Productdituangkan dalam
Pedoman Kebijakan dan Prosedur.
Huruf b
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atakt&astik,

fitur, dan risikoStructured Productlapat dilakukan melalui:

1. wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentululitert
dan/atau

2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan olesimygamasing
Bank,

yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaiadfil gisiko

Nasabah qustomer risk profile assessmesebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11.

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah Paamsah
Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
tentang Pasar Modal.

Angka 3
Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah
Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Lembaga Pembiayaan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan pedagang kontrak berjangkatada
Pedagang Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi.

Huruf b ...
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Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaima
dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Kemanga
yang berlaku di Indonesia.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan bank atau lembaga pembangunan
multilateral adalah badan yang didirikan oleh sekgdok negara
yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fuathyssing
untuk tujuan pembangunan, sepekiVorld Bank, African
Development Bank, Asian Development Bank, EBamo@Bank
For Reconstruction and Development, Inter-American
Development Bank, International Finance Corporatitglamic
Development Bank, Council of Europe Social Deveyprrund
(Council of Europe Resettlement Fund), Corporadidmina de
Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB)taé
American Bank for Economic Integration (CABEI), EAfican
Development Bank (EADB), West African DevelopmearikB
(BOAD), Black Sea Trade and Development Bank (B§TDB

Ayat (4) ...
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Ayat (4)
Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah ataskt&astik,
fitur, dan risikoStructured Productlapat dilakukan melalui:
1. wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentululitert
dan/atau
2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan  oleh
masing- masing bank,
yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaiafil grisiko
Nasabah qustomer risk profile assessmesebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah DanauRensi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
Dana Pensiun.
Angka 2
Yang dimaksud dengan perusahaan perasuransianhadala
Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Usaha Perasuransian.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaima
dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Kemanga
yang berlaku di Indonesia.
Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c ...
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Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Transparansi informasi bertujuan agar Nasabah dagamhperoleh
informasi yang memadai mengenai produk sebelum amahi
keputusan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
1. Untuk Structured Producyang merupakan kombinasi instrumen
keuangan non derivatif dan derivatif, pengungkappdormasi
mengenai karakteristik dan fit&tructured Producineliputi:
a. Jenis instrumen non derivatif;

b. Jenis derivatif; dan

c. Variabel ...
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c. Variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, ydifadikan
dasar gnderlying variablg untuk Structured Product
2.  Untuk Structured Productyang merupakan kombinasi dari
derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi eEmai
karakteristik dan fituStructured Producimeliputi:
a. Jenis-jenis derivatif; dan
b. Variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, ydijdikan
dasar (nderlying variablg untuk Structured Product
Huruf ¢
Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi gengan bunga
atau pendapatan atau margin keuntungan yang dggeabléh, Bank
paling kurang mengungkapkan:
1. metode perhitungan bunga atau pendapatan atau mmargi
keuntungan;
2. asumsi-asumsi yang digunakan; dan
3. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan ataugima
keuntungarStructured Produatlalam beberapa skenario.
Huruf d
Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi gengan risiko
dan kerugian yang mungkin ditanggun@ank paling kurang
mengungkapkan:
1. risiko yang mungkin dihadapi;
2. metode perhitungan kerugian yang mungkin terjadi;
3. komponerieverage
4

asumsi-asumsi yang digunakan; dan

5. ilustrasi...
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5. ilustrasi perhitungan kerugian dalam beberapa skensang
mencakup skenario kerugian terbesar yang mungkijadie
(worst case scenarjo
Huruf e
Biaya yang melekat darStructured Productantara lain biaya
administrasi, premi, provisi, komisi, dan/atau pgna
Dalam memberikan informasi mengenai biaya yang kag¢leBank
harus mengungkapkan metode penentuan perhitungaya bi
dimaksud.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang nghaikan Bank
disesuaikan dengan jenis dan kompleksigtsuctured Productyang

ditawarkan.

Pasal 21...
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Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan media pemasaran antara laupdeklian,
brosur leaflet atau media pemasaran elektronis.
Yang dimaksud dengan pemasaran adalah bentuk kkasinjang
bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada kguping tidak
selalu diikuti dengan kegiatan penawaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Pelaksanaan pengaturan dalam ayat ini merupakamnrbagpri
pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalsah Pla
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ...



-18 -

Ayat (4)
Huruf a
Kondisi dimana potensi kerugian dapat melebihiingakok
yang ditanamkan umumnya terjadi apalfimuctured Product
tersebut mengandung unseverage
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian bertindak sebagai agenjugle
mencakup:

1. Mewakili Bank untuk menindaklanjuti permintaan Naah
untuk Structured Producgtdan/atau

2. Menjadireferral agent.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



-19 -

Huruf b
Tujuan pemberian pelatihan/training mengen&tructured
Product adalah agar pegawai memiliki pemahanan yang
memadai dan mampu menjelaskan kepada Nasabah deaigan
mengenai karakteristik, fitur, dan risiko ataguctured Product
yang ditawarkan.
Dengan demikian, Bank bertanggung jawab untuk mtkaas
pelaksanaan, frekuensi, dan materi yang diberikatana
pelatihan/training dapat mencapai tujuan pelatihaning
tersebut diatas, antara lain dengan mempertimbangka
kompleksitas produk yang ditawarkan dan kompeteagawai.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengamrospektusatau term sheetadalah
dokumen resmi yang memberikan seluruh informasiernat
yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil
keputusan terkait deng&tructured Producyang ditawarkan.
Huruf b
Product highlight sheetadalah dokumen yang bertujuan
membantu Nasabah untuk memahami informasi utakey (
information) mengenai Structured Productyang tercantum

dalam prospektus ataterm sheet Berkenaan dengan hal

tersebut...
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tersebut,product highlight sheetlisajikan dalam bentuk yang

jelas, singkat, dan menggunakan bahasa yang mucfemgkerti

oleh Nasabah.

Oleh karena ituproduct highlight sheetlapat disusun dalam

bentuk "tanya-jawab” dan paling kurang dapat meajaw

pertanyaan tentargtructured Producsebagai berikut:

1. Produk apa yang akan dibeli/diinvestasikan olehaak;

2. Apa manfaat dari produk yang akan dibeli/diinvak&as
oleh Nasabah ;

3. Dengan siapa Nasabah akan membeli atau berinvenstas
Apa perbedaan produk yang akan dibeli atau diiagdstn

oleh Nasabah dengan giro, simpanan, dan deposito

konvensional;

Risiko utama apa saja yang berpengaruh terhadajpikiro

Keuntungan atau kerugian apa yang diperoleh atau

dibebankan kepada Nasabah, dalam berbagai skenario

termasuk kerugian terburuwgrst casg
7. Apakah produk dimaksud sesuai untuk:
a. Nasabah yang tidak ingin mengalami kerugian pokok;
b. Nasabah yang mungkin memerlukan likuiditas dalam
jangka pendek;
c. Nasabah yang tidak memiliki pengetahuan atau
pengalaman dalam melakukan transaksi derivatif.

8. Berapa biaya yang harus dibayar Nasabah dalam nliembe

produk;
9. Seberapa sering penilaian terhadap produk dilakwleam
dinformasikan kepada Nasabah;

10. Bagaimana..
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10. Bagaimana Nasabah dapat keluar atau menghentikan
transaksi dan risiko dan/atau biaya apa yang harus
diketahui oleh Nasabah terkait dengan penghentian
transaksi tersebut;

11. Dengan siapa di Bank Nasabah harus bertanya untuk
memperoleh informasi, bertanya, dan/atau mengadukan
permasalahan/komplain/perselisihan; dan

12. Apakah produk termasuk dalam cakupan penjaminan LPS

Product highlight sheedisajikan dengarfont paling kurang

10 (sepuluh) serta tidak melebihi 4 (empat) halaman

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah Babkgaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukaardegeri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dokumentasi yang dilakukan oleh Bank antara laitardabentuk

rekaman suara.

Pasal 25

Ayat (1)
Pemberian waktu bertujuan agar Nasabah dapat nk@lakpenilaian
terhadap kesesuaiastructured Productyang ditawarkan Bank
dengan kebutuhan Nasabah.

Ayat (2)
Pemberian waktu diberikan untuk penawaran atagpsggnis produk.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Huruf a
Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ggai
diterimanya dokumepenawararoleh Nasabah yang dibuktikan
dengan tanda terima.

Huruf b
Jangka waktu 2 (dua) kerja hari dihitung sejak ¢mhg
diterimanya dokumepenawararoleh Nasabah yang dibuktikan

dengan tanda terima.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah Bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang
berkedudukan di luar negeri.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kewemasgeara
hukum antara lain bagi individu adalah pihak yarakap secara

hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang menapuny

kewenangan...
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kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Uateimternal
badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kewemasgeara
hukum antara lain bagi individu adalah pihak yarakap secara
hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang menapuny
kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Uateimternal
badan hukum yang bersangkutan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30...
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Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38...
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Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
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